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BAB III 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Hukum Perlindungan Konsumen 

1. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen 

Perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin 

adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan konsumen. Rumusan 

pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam pasal 1 angaka 1 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

tersebut cukup memadai. Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang 

menjamin adanya kepastian hukum” diharapkan sebagai benteng untuk 

meniadakan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan pelaku usaha hanya 

demi untuk kepentingan perlindungan konsumen. Kesewenangan-wenangan 

akan mengakibatkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu , agar segala 

upaya memberikan jaminan akan kepastian hukum, ukurannya secara 

kualitatif ditentukan dalam undang-undang perlindungan konsumen.
14

 

Perlindungan hukum bagi konsumen ini memiliki dimensi banyak, 

dimana salah satunya adalah perlindungan hukum yang apabila dipandang 

baik secara materil maupun formal akan semakin terasa sangat penting, 

dengan demikian upaya-upaya untuk memberikan perlindungan hukum 

terhadap kepentingan bagi para konsumen merupakan salah satu hal yang 

penting serta mendesak untuk dapat sesegera mungkin dicari solusi dan 

penyelesaian masalahnya, terutama di Indonesia, mengingat sedemikian 
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kompleksnya permasalahan yang menyangkut perlindungan konsumen 

masih banyak terjadi. Perlindungan konsumen merupakan suatu masalah 

yang berkaitan dengan kepentingan manusia , oleh karena itu menjadi 

harapan bagi semua bangsa didunia khususnya adalah negara Indonesia 

untuk dapat mewujudkan perlindungan hukum dan jaminan kepastian 

hukum terhadap konsumen yang merasa dirugikan tersebut agar dapat 

terpenuhinya hak-hak konsumen.  

Mewujudkan perlindungan hukum bagi konsumen adalah 

mewujudkan hubungan bebagai dimensi yang satu sama lain memiliki 

keterkaitan dan saling ketergantungan antara konsumen , pengusaha (pelaku 

usaha),dan juga pemerintah.
15

  

Hukum perlindungan konsumen merupakan salah satu bagian dari 

hukum konsumen yang muat berbagai asas-asas dan kaidah-kaidah yang 

memiliki sifat mengatur serta melindungi kepentingan bagi para konsumen 

agar mereka tidak selalu menderita kerugian akibat ulah para produsen yang 

tidak bertanggung jawab atas barang dan/atau jasa yang diproduksinya. 

Berkaitan dengan hal tersebut,maka dapat diketahui bahwa hukum 

perlindungan konsumen ini tentu tidak dapat berdiri sendiri sebagai suatu 

sistrem melainkan harus terintegrasi juga kedalam suatu sistem 

perekonomian yang mana didalamnya juga terlibat para produsen atau 

pengusaha. Selanjutnya jika didalam Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen pada pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa perlindungan 
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konsumen diartikan sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian 

hukum untujk memberi perlindungan kepada konsumen, maka dengan 

demikian hukum perlindungan tidak lain adalah hukum yang didalamnya 

mengatur mengenai upaya untuk memberikan jaminan terwujudnya 

perlindungan hukum terhadap kepentingan para konsumen.
16

  

Perlunya undang-undang perlindungan konsumen tidak lain karena 

lemahnya posisi konsumen dibandingkan posisi produsen. Proses sampai 

hasil produsen barang atau jasa dilakukan tanpa campur tangan konsumen 

sedikitpun. Tujuan hukum perlindungan konsumen secara lansung adalah 

untuk mningkatkan  martabat dan kesadaran konsumen. Secara tidak 

langsung, hukum ini juga akan mendorong produsen untuk melakukan 

usaha dengan penuh tanggung jawab. Namun, semua tujuan tersebut hanya 

dapat dicapai bila hukum perlindungan konsumen dapat diterapkan secara 

konsekuen. Untuk mewujudkan harapan tersesbut, perlu dipenuhi beberapa 

persyaratan minimal, antara lain: 

1. Hukum perlindungan konsumen harus adil bagi konsumen maupun 

produsen, jadi tidak hanya membebani produsen dengan tanggung jawab, 

tetapi juga melindungi hak-haknya untuk melakukan usaha dengan jujur; 

2. Aparat pelaksana hukumnya harus dibekali dengan sarana yang memadai 

dan disertai dengan tanggung jawab; 

3. Peningkatan kesadaran konsumen akan hak-haknya; 
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4. Mengubah sistem nilai dalam masyarakat ke arah sikap tindak yang 

mendukung pelaksanaan perlindungan konsumen. 

 Dipenuhinya persyaratan diatas akan mengangkat harkat dan 

martabat konsumen,sehingga mereka juga dapat diakui sebagai salah satu 

subjek dalam sistem perekonomian nasional disamping BUMN,Koperasi, 

dan usaha swasta.bertolak dari luas dan kompleksnya hubungan antara 

produsen dan konsumen serta banyaknya matarantai penghubung 

keduanya,maka untuk melindungi konsumen sebagai pemakai akhir dari 

produk barang atau jasa, dibutuhkan berbagai aspek hukum agar konsumen 

dapat dilindungi dengan adil sejak awal produksi. 
17

 

Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen secara umum mengatakan,”pembangunan dan 

perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya dibidang 

perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi 

barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi.disamping itu, globalisasi dan 

perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi 

dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi 

barangdan/atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara,sehingga 

barang dan/atau jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar  negeri 

maupun produksi dalam negeri. Kondisi yang demikian pada satu pihak 

mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan 

barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka 
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lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis kualitas barang dan/atau jasa 

sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen berada pada posisi 

yang lemah. 

 Konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada posisi 

yang lemah. Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup 

keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, 

cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan.” 

 

a) Hak-hak yang dilindungi oleh Undang-Undang perlindungan Konsumen 

1. Hak memilih barang atau yang akan dikonsumsi 

2. Hak mendapat kompensasi dan ganti rugi. 

3. Hak dilayani, diperlakukan dengan baik tanpa diskriminasi. 

4. Hak mendapat advokasi dan perlindungan serta upaya penyelesaian 

sengketa. 

5. Hak didengar pendapat dan keluhannya. 

6. Hak atas keamanan, kenyamanan, keselamatan dalam mengkonsumsi. 

7. Hak mendapat informasi yang benar, jelas, dan jujur atas apa yang 

akan dikonsumsi. 

8. Hak mendapat barang/jasa sesuai nilai tukar dengan kondisidan 

jaminan yang dijanjikan 

2. Asas dan tujuan Hukum Perlindungan Konsumen 

Dalam pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen asas 

perlindungan konsumen menyatakan, Perlindungan Konsumen berasaskan 
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manfaat, keadilan, keseimbangan,keamanan dan keslematan konsumen serta 

kepastian hukum.
18

 

Penjelasan pasal 2 Undang-Undang ini menguraikan, perlindungan 

konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas 

yang relevan dalampembangunan nasional yaitu : 

a. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya 

dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan 

manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha 

secara keseluruhan. 

b. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat 

diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatannkepada 

konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan 

melaksanakan kewajibannya secara adil. 

c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbanagan 

antara kepentingan konsumen,pelaku usaha dan pemerintah dalam arti 

materiil ataupun spritual. 

d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk 

memberikan jaminan atas kemanan dan keselamatan kepada konsumen 

dalam penggunaan , pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa 

yang dikonsumsi atau digunakan. 
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e. Asas kepastian hukum dimaksuskan agar baik pelaku usaha maupun 

konsumen menaati dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan 

perlindungan konsumen,serta negara menjamin kepastian hukum.
19

 

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

konsumen menegemukakan, Perlindungan konsumen bertujuan : 

a. Meningkatkan kesadaran,kemampuan dan kemandirian konsumen untuk 

melindungi diri. 

b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara 

menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa. 

c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan 

dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. 

d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur 

kepastian hukum dan kerterbukaan informasi serta akses untuk 

mendapatkan informasi  

e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya 

perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan 

bertanggung jawab dalam berusaha. 

f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang meenjamin 

kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, 

kenyamanan, kemanan dan keselamatan konsumen.
20

 

 

 

                                                           
19

 M.Sadar Dkk, Op.Cit., h. 19 
20

 Eli Wuria, o.pcit., h.13 

 



28 
 

3. Konsumen  

Istilah kunsumen berasal dari kata consumer (Inggris-Amerika) atau 

consument/konsument (belanda). Secara harfiah arti kata consumen adalah 

(lawan dari produsen)setiap orang menggunakan barang.
21

 Para konsumen 

merupakan golongan yang rentan diekploitasi oleh pelaku usaha. Karena 

itu,diperlukan seperangkat aturan hukum untuk melindungi konsumen. 

Konsumen (sebagaialih bahasa dari consumer), secara harifiah 

berarti “seseorang yang membeli barang atau menggunakan jasa” atau “ 

seseorang atau sesuatu perusahaan yang membeli barang tertentu atau 

menggunakan jasa tertentu” juga “sesuatu atau sesorang yang menggunakan 

suatu persediaan atau sejumlah barang”. Ada pula yang memberikan artilain 

yaitu konsumen adalah “setiap orang yang menggunakan barang atau 

jasa”.
22

 

 

4. Pelaku Usaha 

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen, pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan 

atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum yang didirikan 

berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara 

republik indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian 

menyelenggarakan kegiatan usaha  dalam berbagai bidang ekonomi, 

pengertian pelaku usaha tersebut sebagaimana tercantum dalam pasal 1 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Undang-undang tersebut juga 

                                                           
 

21
 Celina, op.cit., h. 22  

 
22

 Az. Nasution, Konsumen dan Hukum, (Jakarta, Pustaka Sinar Harapan,1995), h. 69 



29 
 

menjelaskan bahwa yang termasuk dalam lingkup pelaku usaha antara lain 

adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, 

distributir atau penyalur dan sebagainya.  

Pelaku usaha dalam undang-undang perlindungan konsumen 

memiliki kewajiban untuk beritikad baik dalam melakukan dan menjalankan 

kegiatan usahanya, sedangkan bagi konsumen diwajibkan beritikad baik 

dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Hal tersebut 

tentu saja disebabkan oleh karena kemuingkinan akan terjadinya kerugian 

bagi konsumen yang dimulai sejak barang dirancang atau kemungkinan 

untuk dapat merugikan produsen adalah mulai pada saat melakukan 

transaksi dengan produsen.
23

   

 

5. Hak dan Kewajiban Dalam Perlindungan Konsumen  

Dalam suatu peristiwa hukum akan menciptakan hunbungan hukum 

antara masing-masing pihak yang berbentuk hak dan kewajiban adalah 

pengertian yang koleratif, dalam arti bahwa dalam sebuah hubungan hukum 

maka hak dari salah satu pihak akan menjadi kewajiban dari pihak lainnya, 

dan juga sebaliknya. 

Pengertian hak pada dasarnya merupakan kebebasan untuk 

melakukan atau tidak melakukan sesuatu berkenaan dengan  sesuatu atau 

terhadap subjek hukum tanpahalangan atau gangguan dari pihak manapun 
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dan kebebasan tersebut memiliki landasan hukum dan karena itu dilindungi 

oleh hukum.
24

 

Di indonesia, hak-hak konsumen telah di atur dalam pasal 4 Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yaitu : 

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselematan dalam mengkonsumsi 

barang ataupun jasa. 

2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang 

dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi yang 

dijanjikan. 

3. Hak atas informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan 

barang dan/atau jasa. 

4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa. 

5. Hak umtuk mendapat advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian 

sengketa perlindungan konsumen secara patut. 

6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. 

7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak 

diskriminatif. 

8. Hak untuk mendapatkan informasi, ganti rugi dan/atau penggantian 

apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian 

atau tidak sebagaimana mestinya. 
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9. Hak-hak  yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 

lainnya. 

Sedangkan kewajiban konsumen sebagaimana yang diatur dalam 

pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen adalah: 

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian 

atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan. 

2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau 

jasa. 

3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. 

4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen 

secara patut. 
25

 

Hak dan kewajiban yang diamatkan oleh Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen terhadap pelaku usaha tersebut, bertujuan agar di 

dalam menjalankan kegiatan usahannya,para pelaku usaha harus selalu 

mengingat tanggung jawab yang dibebankan kepadanya atas seluruh produk 

yang dihasilkan, diedarkan, dan diperdagangkan.  

Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan hak dan 

kewajiban kepada pelaku usaha didalam menjalankan usaha yaitu tidak 

tanpa alasan, melainkan hal tersebut dimaksudkan agar dapat tercipta 

hubungan yang sehat antara pelaku dan konsumen, sehingga tidak akan 
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terdapat salah satu pihak khususnya konsumen yang merasa dirugikan 

karena kelalaian dari pelaku usaha.
26

 

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan 

konsumen mengatakan,hak pelaku usaha adalah : 

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan 

mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang 

diperdagangkan. 

2. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum daritindakan konsumen 

yang beritikad baik. 

3. Hak untukmelakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian 

hukum sengketa konsumen. 

4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabilaterbukti secara hukum bahwa 

kerugiankonsumen tidak diakubatkan oleh barang dan/atau jasa yang 

diperdagangkan. 

5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangan lainnya.
27

 

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen menyatakan, kewajiban pelaku usaha adalah : 

1. Beritikad baik dalam melakukan  kegiatan usahanya. 

2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, 

perbaikan dan pemeliharaan. 
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3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta 

tidak diskriminatif. 

4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan 

dan/atau jasa yang diterima yang diproduksi dan/atau diperdagangkan 

berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku. 

5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau 

mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau 

garansi barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan. 

6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian 

akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa 

yang diperdagangkan  

7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang 

dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan 

perjanjian.
28

 

6. Tanggung Jawab Pelaku Usaha 

Sebagai konsekuensi hukum dari pelarangan yang diberikan oleh 

Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, 

dan sifat perdata dari hubungan hukum antara pelaku usaha dan 

konsumen,maka demi hukum, setiap pelanggaran yang dilakukan oleh 

pelaku usaha yang merugikan konsumen memberikan hak kepada konsumen 

yang dirugikan tersebut untuk meminta pertanggung jawaban dari pelaku 

usaha yang merugikannya, serta untuk menuntut ganti rugi atas kerugian 
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yang diderita oleh konsumen tersebut. Hal tersebut tentunya akan terjadi 

ketika seseorang konsumen merasa dirugikan oleh pelaku usaha atas barang 

dan/atau jasa. 

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan konsumen menerangkan: 

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan gantirugi atas kerusakan, 

pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang 

dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. 

2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa 

pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis 

atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian 

santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

3. Pemberian gati-rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari 

setelah tanggal transaksi. 

4. Pemberian ganti-rugi sebagaimna dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntunan pidana berdasarkan 

pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. 

5. Ketentutuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak 

berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan 

tersebut merupakan kesalahan konsumen. 
29
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Dengan demikian jika memperhatikan substansi dari tanggung jawab 

pelaku usaha yang di atutr dalam pasal 19 ayat (1) Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen tersebuut diatas, maka dapat diketahui bahwa 

tanggung jawab dari pelaku usaha itu meliputi : 

1. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan. 

2. Tanggung jawab kerugian atas pencemaran; dan 

3. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen. 

Hal ini berarti bahwa tanggung jawab pelaku usaha yang diberikan 

meliputi segala bentuk kerugian yang dialami oleh konsumen.
30
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